BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam
dinamika upaya pemenuhan logistik di kalangan Republik pada masa Revolusi di
Sumatera Barat antara tahun 1945 hingga 1949. Masa revolusi ini, yang ditandai
dengan blokade Ketat Belanda dan keterbatasan sumberidaya, menuntut kreativitas
dan adaptasi luar biasa dari pihak Republik untuk mempertahankan perjuangan.
Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif bagaimana
logistik, mulai dari pangan, sandang, obat-obatan, hingga senjata, dapat

diusahakan di tengah kondisi serba kekurangan.

Pada fase awal revolusi, Kebutuhan logistik diidentifikasi melalui struktur
organisasi militer dan pemerintahan darurat yang baru terbentuk. Keterbatasan
yang ada, terutama akibat putusnya jalur pasokan normal dan sanksi internasional,
secara fundamental memaksa Republik untuk bergantung pada inisiatif lokal dan
dukungan masyarakat. ‘Mekanisme pengadaan awal seringkali bersifat spontan,
mengandalkan sumbangan sukarela dari rakyat melalui lumbung-lumbung padi
atau pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melalui jaringan perdagangan
tradisional. Peran Badan Keamanan Rakyat (BKR) atau Tentara Keamanan
Rakyat (TKR) serta pemerintah daerah menjadi sangat vital dalam
mengkoordinasikan pengumpulan sumber daya ini dari berbagai lapisan

masyarakat.



Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya intensitas konflik,
terutama setelah Agresi Militer Belanda, metode pengadaan logistik menjadi
semakin kompleks dan meluas hingga ke skala internasional, terutama untuk
kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara lokal, seperti senjata dan amunisi. Di
sinilah temuan krusial penelitian ini muncul: keberadaan jaringan logistik non-
konvensional yang beroperasi di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaya.
Dokumen arsip menunjukkan bahwafigur-figur kunci seperti Mayor Ali
Djajengprawiro memaihkén péfén sentral daiarﬁ.upéya ini, yang melibatkan

pembelian kapal, pengadaan senjata, dan pengiriman ke Sumatera.

Secara signifikan, temuan penelitian ini- mengungkapkan bahwa
perdagangan opium (candu) menjadi salah satu sumber devisa utama dan tidak
konvensional yang dimanfaatkan oleh pihak Republik untuk membiayai operasi
logistik ini. Data arsip seperti C.M.l. Document No. 5350 secara eksplisit merinci
bagaimana Pemerintah Republik Indonesia, melalui agen-agen seperti Soebeno,
Tjong Men Looi, Tony Wee, Lir Kwek Tjin, dan John Coast, mengorganisir
pengumpulan dan penjualan opium dalam skala besar (mencapai ratusan ton).
Dana yang dihasilkan dari transaksi ini kemudian dialokasikan untuk membeli
barang- barang vital, termasuk upaya pengadaan senjata, pembayaran biaya
transportasi, dan kebutuhan logistik lainnya. Operasi ini tidak hanya bersifat
rahasia tetapi juga berisiko tinggi, mengingat adanya blokade laut ketat dari
Belanda dan ancaman hukuman mati dari pemerintah kolonial Inggris bagi para

pelaku penyelundupan senjata.



Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting "Indonesian
Seaman's Union" di Australia sebagai salah satu sumber pendanaan dan kanal
potensial untuk pengangkutan senjata, yang menunjukkan bahwa upaya
pemenuhan logistik melampaui batas-batas teritorial Indonesia dan melibatkan
jaringan diaspora di luar negeri. Meskipun demikian, operasi ini tidak luput dari
tantangan, termasuk kesulitan keuangan, kegagalan dalam beberapa transaksi
senjata, dan penetrasi mteluen Belanda yang mengakibatkan penangkapan
beberapa agen kunci, yang dundlka5|kan dalam dokumen C.M.I. Document No.
5332 dan 5350. Namun, kegigihan pihak Republik dalam mencari jalur alternatif
ini menunjukkan adaptasi luar biasa dalam menghadapi kondisi perang yang serba

terbatas.

Dengan demikian, tesis ¢ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian
tentang bagaimana upaya pemenuhan logistik di kalangan Republik pada masa

Revolusi di Sumatera Barat dapat tercapai.

Pertama, mengenai mekanisme pengadaan logistik, penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat dua pilar utama: (1) Pengadaan domestik dan lokal
melalui partisipasi aktif masyarakat, lumbung padi, dan struktur pemerintahan
daerah yang mengkoordinasikan distribusi kebutuhan pokok. Ini didukung oleh
semangat gotong royong dan kesadaran akan perjuangan. (2) Pengadaan
internasional melalui jalur non-konvensional, yang secara signifikan melibatkan
perdagangan komoditas seperti candu untuk menghasilkan devisa, serta upaya
penyelundupan senjata dan barang vital lainnya dari pusat-pusat seperti Singapura

dan Malaya.



Kedua, terkait aktor-aktor kunci dan jejaring yang terlibat, penelitian ini
mengidentifikasi peran sentral dari otoritas militer dan sipil lokal di Sumatera
Barat, serta individu-individu strategis yang beroperasi di luar negeri, seperti
Mayor Ali Djajengprawiro dan agen-agen lain dalam jaringan perdagangan opium
internasional. Jejaring ini tidak hanya melibatkan kalangan militer dan
pemerintah, tetapi juga pedagang Tionghoa dan organisasi diaspora seperti
"Indonesian Seaman's Union" diAustralia, yang bersama-sama membentuk

sistem logistik yang korhpleks'.

Ketiga, mengenai tantangan dan keberhasilan dalam pemenuhan logistik,
tesis ini menemukan bahwa blokade ekonomi dan militer yang diberlakukan
Belanda menjadi hambatan utama. Namun, tantangan ini justru mendorong
inovasi dan penggunaan strategi berisiko tinggi, seperti perdagangan candu dan
penyelundupan. Meskipun diwarnai kegagalan dan penangkapan, upaya-upaya ini
berhasil menjaga roda perjuangan tetap berputar dengan menyediakan pasokan
logistik yang krusial, menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi Republik

di bawah tekanan ekstrem.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan p‘entingnya dukungan dari
masyarakat sipil dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Semangat gotong
royong dan solidaritas yang kuat antara pejuang dan masyarakat lokal seperti
peranan desa-desa, peranan perempuan dalam dapur umumnya juga memainkan

peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara

historis maupun teoretis. Secara historis, tesis ini memperkaya pemahaman Kita



tentang kompleksitas perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera
Barat, dengan menyoroti dimensi ekonomi gelap dan jaringan internasional yang
seringkali terabaikan dalam narasi mainstream. Ini menantang pandangan yang
terlalu sederhana tentang sumber daya perang Republik, menunjukkan bahwa
keberlanjutan perjuangan tidak hanya didukung oleh dukungan rakyat dan
semangat nasionalisme, tetapi juga oleh praktik-praktik ekonomi yang pragmatis
dan berani. Penekanan pada peran perdagangan candu sebagai sumber devisa

membuka perspektif barl tenténg "ekonomi perang" Republik.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada studi tentang logistik
perang dan ekonomi konflik dalam konteks dekolonisasi. Ini menunjukkan
bagaimana aktor non-negara atau aktor yang berada di bawah blokade dapat
mengembangkan strategi inovatif untuk mempertahankan diri dan melangsungkan
operasi mereka di tengah keterbatasan. Konsep “jaringan non-konvensional” dan
"ekonomi bawah tanah™ menjadi sangat relevan dalam menganalisis
keberlangsungan perjuangan.di masa revolusi. Tesis ini-menggarisbawahi bahwa
logistik adalah tulang punggung perjuangan bersenjata, dan kegagalan atau
keberhasilannya seringkali bergantung pada kemampuan beradaptasi dan

membangun jejaring yang kompleks.

Meskipun penelitian ini telah berusaha keras untuk menyajikan analisis
yang komprehensif, beberapa keterbatasan tidak dapat dihindari. Salah satu
batasan utama adalah sifat sumber primer itu sendiri, yaitu dokumen arsip

intelijen Belanda yang disita. Meskipun memberikan wawasan unik, dokumen-



dokumen ini mungkin memiliki bias tertentu atau informasi yang tidak lengkap,

mengingat tujuannya sebagai laporan intelijen.

Kesulitan dalam membaca beberapa bagian arsip yang rusak atau buram
juga sedikit menghambat interpretasi yang lebih mendalam pada detail tertentu.
Selain itu, keterbatasan akses terhadap arsip-arsip yang mungkin masih bersifat
rahasia di luar negeri membatasi kemampuan untuk memverifikasi secara
independen semua klaim glan data, yang di,temu_ka_n.. Ruang lingkup geografis dan
temporal penelitian ini, yangl terfokus pada Sumateré Barat antara 1945-1949,
juga berarti bahwa temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya ke
seluruh wilayah Indonesia atau periode waktu yang berbeda tanpa penelitian lebih

lanjut.

Berdasarkan temuan dan Keterbatasan ini, beberapa saran untuk penelitian
selanjutnya dapat diajukan. Pertama, penelitian mendatang dapat memperluas
cakupan geografis untuk melakukan studi komparatif tentang strategi pemenuhan
logistik dan ekonomi perang diwilayah lain di Indonesia selama revolusi,
misalnya di Jawa atau Sulawesi, untuk; melihat pola dan perbedaan dalam respons

terhadap blokade Belanda.

Kedua, investigasi lebih mendalam tentang kehidupan dan peran agen-
agen kunci seperti Mayor Ali Djajengprawiro atau individu-individu yang terlibat
dalam perdagangan candu (misalnya Tony Wee dan John Coast) dari perspektif
biografi atau sejarah personal dapat memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih

kaya pada narasi ini.



Ketiga, analisis ekonomi yang lebih rinci tentang nilai dan dampak
finansial dari perdagangan candu, termasuk studi tentang rantai pasokannya dari
hulu ke hilir, akan sangat berharga. Terakhir, penggunaan metodologi baru,
seperti analisis jaringan sosial untuk memetakan hubungan antara individu dan
organisasi dalam jejaring logistik, atau penggunaan teknologi digital untuk
meningkatkan pembacaan arsip yang sulit, dapat memberikan wawasan segar dan
melengkapi pemahaman kita tentang-upaya pemenuhan logistik yang kompleks

ini.



